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Dari sesi sebelumnya
• BUMN dapat dikatakan merupakan perpaduan antara instansi pemerintah dan swasta. 

Disatu sisi BUMN merupakan bagian dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) yang 
memiliki fungsi pelayanan, namun disisi lain BUMN memiliki fleksibilitas sangat besar
sehingga dapat berkompetisi dengan swasta dalam hal mencari laba. Dalam dikotomi
keuangan public dan keuangan privat terdapat perbedaan pendapat mengenai bagaimana
sebenarnya posisi BUMN, perbedaan penafsiran ini mengakibatkan BUMN diaudit oleh 
Kantor Akuntan Publik sebagaimana layaknya perusahaan privat namun juga diaudit oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan selaku Supreme Auditor atas pelaksanaan keuangan Negara. 
Secara garis besar dapat dikatakan bahwa BUMN meruapakan bagian dari Negara namun
bukan bagian langsung dari Pemerintah selaku eksekutif.

• Sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 17 tahun 2003 Menteri Keuangan merupakan
wakil Pemerintah dalam kepemilikan KND. Sebagian kewenangan Menteri Keuangan ini
kemudian dilimpahkan kepada Menteri BUMN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
41 tahun 2003. Kewenangan yang dilimpahkan kepada Menteri BUMN diantaranya adalah
kewenangan selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), 
sedangkan kewenangan yang tetap menjadi kewenangan Menteri Keuangan diantaranya
adalah pengusulan Penyertaan Modal Negara (PMN), pendirian, dan perubahan bentuk
hukum dari BUMN. Saat ini kewenangan pengusulan PMN, pendirian, dan perubahan
bentuk hukum dilaksanakan oleh DJKN cq Direktorat KND.
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• Selain BUMN yang berada dibawah pembinaan dan pengawasan Menteri BUMN 
juga terdapat beberapa BUMN yang berada dibawah pembinaan dan 
pengawasan Menteri Keuangan. BUMN yang berada dibawah pembinaan dan 
pengawasan Menteri Keuangan merupakan BUMN yang berfungsi sebagai fiscal 
tool Pemerintah, yang termasuk dalam BUMN fiscal tool adalah PT. Sarana Multi 
Infrastruktur (SMI), PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), dan PT. Sarana 
Multigriya Finansial (SMF). Satu BUMN lagi yaitu PT. Geo Dipa Energi (GDE) 
berada dibawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan karena
memiliki sejarah khusus.
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Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN akhir 2019: Rp2.347,05 triliun atau 78,20% 
dari Investasi Jangka Panjang. Kenaikan rata-rata: 18,04%. Tahun 2015 naik 101,92%. 

Sumber data: LKPP audited berbagai tahun, diolah
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Data yg keuangan; yg di bawah
Kemenkeu PT. Sarana Multi 
Infrastruktur (SMI), PT. 
Penjaminan Infrastruktur
Indonesia (PII), dan PT. Sarana 
Multigriya Finansial (SMF)
dan PT. Geo Dipa Energi (GDE) 
yang memiliki kesejarahan
khusus. 
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BANK BRI
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BANK BRI pada 2019: aset (Rp1.417 T), Utang (Rp1.183 T), DPK (Rp996T)Laba (Rp34T)
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BANK MANDIRI
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BANK Mandiri pada 2019: Aset (Rp1.318T), Utang (Rp1.026T), DPK (Rp933T), Laba (Rp28T) 
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Bank BNI 2019: Aset (Rp846T), Utang (Rp688T), DPK (Rp614T), Laba (Rp15,5T)
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BTN 2019: Aset (Rp312T), Ekuitas (Rp 24T), Utang (Rp269T), DPK (Rp225T), Laba (Rp0,21T)
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PT ASURANSI JIWASRAYA
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Pegadaian
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PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) adalah perusahaan yang bergerak di bidang
pembiayaan infrastruktur. Didirikan pada tanggal 26 Februari 2009, merupakan
BUMN dibawah Kementerian Keuangan. 
terdapat 8 sektor yang dapat dibiayai Perseroan yaitu jalan dan jembatan, 
transportasi, minyak dan gas bumi, telekomunikasi, manajemen limbah, 
ketenagalistrikan, irigasi & pengairan, serta penyediaan air minum. 

Entitas Anak
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PT. SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL 
(PERSERO)Pada tahun 1998 Pemerintah membuka peluang pendirian lembaga pembiayaan sekunder perumahan di 

Indonesia. Beberapa tahun kemudian tepatnya pada 22 Juli 2005, Pemerintah resmi mendirikan PT Sarana 
Multigriya Finansial (Persero). Pada tahun 2006, Perseroan menyalurkan pinjaman pertamanya kepada
sejumlah lembaga penyalur KPR, antara lain bank umum, bank syariah, bank pembangunan daerah dan 
perusahaan pembiayaan. Tahun 2009, untuk pertama kalinya Perseroan menerbitkan obligasi senilai Rp300 
miliar. 2018, Perseroan memantapkan langkah untuk berekspansi di industri perbankan syariah dengan
membuka 1 (satu) unit usaha baru, yakni Unit Usaha Syariah (UUS).
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PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)
 Sejak awal pendiriannya, PT Penjaminan

Infrastruktur Indonesia (Persero) didesain untuk
meningkatkan jembatan kerjasama publik – privat
dalam infrastruktur melalui skema Kerjasama 
Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). 

 Pada tanggal 30 Desember 2009, Pemerintah
Indonesia mendirikan PT Penjaminan Infrastruktur
Indonesia (Persero)/PT PII sebagai sebuah Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Penyertaan
Modal Negara Republik Indonesia sebesar Rp1 
triliun

 Pada tanggal 11 Mei 2010, PT PII secara resmi 
mulai beroperasi

 Pada awal tahun 2013 Perseroan mendapatkan
fasilitas pinjaman dari World Bank Loan senilai
USD 25 juta dan implementasi Coguarantee
dengan MIGA senilai USD50 juta untuk
peningkatan kapasitas penjaminan serta
mendapatkan Peringkat Kredit. 
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